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LEMBARAN

NOMOR 01

'DAERAH

N %
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 20086

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

Mengingat

NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR

. bahwa bahan tambang merupakan kekayaan alam yang

harus dikelola dengan sebalk-balknya untuk kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya;

. bahwa pengelolaan pertambangan umum merupakan kewe-

nangan daerah, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002;

. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan umum
tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertambangan Umum.

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2831);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan lembaran
Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Urdang-undang Nomer
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

. .Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
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9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3510) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Nornor 4139),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Penggolongan Bahan-Bahan Gallan (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3170);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaron Negara Nomor
3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Umbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3815) sebagalinana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3910);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendallan Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
(Lembaran Negara Tahun 1999 Noimor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3816);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Dampak Uingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Megara Nomwor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propins! sabagai
daerah Otonom (Lembaran Negarz Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Departemen Energl dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96);

'Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung;

|



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang
Penataan Ruang Kawasan Bogor, Puncak, Clanjur;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energl Nomor 2555.
K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang
Bidang Pertambangan Umum;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energl Nomor 1211.
K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Umum;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energl Nomor 555.K/
26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerje
Bidang Pertambangan Umum;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energl Nornor 1452,
K/10/M.PE/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumberdaya
Minera! dan Energl, Penyusunan Peta Geologi dan Pametaan
Zona Kerentanan Gerakan Tanah;

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energl Nomor 1453.
K/29/M.PE/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2
Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Keglatan yang
Wajib dilengkapl dengan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup;

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 130-67 Tahun
2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 22 Tahun 2000
tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Clanjur.

Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 02 Tahun 2001
tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyusunan Peraturan
Daerah dan Lembaran Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 03 Tahun 2001
tentang Penyidik Pegawal Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEMN CIANJUR

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN UMUM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Clanjur;
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. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dalam hal ini yaitu

Departemen Energl dan Sumber Daya Mineral;
Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Clanjur yaitu
Bupatl beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagal
badan eksekutif daerah;

. Bupati adalah Bupati Clanjur;
. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang

pertambangan umum;

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pelaksana Pemerintah

Daerah di bidang partambangan umum;

. Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajlan

mengenal dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
dipariukan bagl proses pengambiian keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau keglatan;

. Pengelolaan Pertambangan adalah kebiiakan perencanaan,

pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan dan
bahan tambang di luar minyak bumi, gas alam dan bahan
radioaktif;

Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan
pemanfaatan dan konservasli bahan tambang serta reklamasi
lahan pasca tambang;

.Bahan Tambang adalah unsur-unsur kimla, rineral-mineral,

bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulla
yang merupakan endapan-endapan alam seiain minyak bumi
dan gas alam, energi, panas bumi dan air bawah tanah;

. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi atau

geofisika dengan maksud untuk membuat peta geologl umum
dan atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan tambang
pada umumnya;

. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk

menetapkan lebih telitl tentang keterpaduan dan sifat letakan
bahan tambang;

. Eksploitasi adalah keglatan pertambangan dengan maksud

untuk menghasllkan bahan tambang dan memanfaatkannya;

. Pengolahan dan Pemumian adalah pekerjaan untuk

mempertinggl mutu serta untuk memanfaatkan dan
memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan tambang
menjadl satu atau lebih komoditi tertentu sehingga mamiliki
nilal tambang;

T



bb.

cC.

dd.

ee.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan tambang
termasuk hasll pengolahan dan pamumlan dari daerah
eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;

. Penjualan adalah kegiatan penjualan bahan tambang termasuk

hasil pengolahan/pemurnian;

Reklamas! adalah keglatan yang bertujuan untuk memperbaiki,
mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan dayaguna
lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan;

. Konservasl Tambang adalah upaya periindungan, perbaikan

dan pemanfaatan sumber daya alam sesual dengan azas
pengelolaan yang dapat menjamin nilai ekonomi, kepentingan
dan manfaat soslal yang tinggl;

. Kawasan Pertambangan adalah suatu areal terpillh dari areal

sebaran bahan tambang yang dipersiapkan secara matang baik
fisik, ekonomis maupun yuridis untuk keglatan pertambangan
yang memiliki nilal ekonomi tambang yang tingg!;

. Wilayah Pencadangan Potensi Bahan Tambang adalah daerah

yang mempunyal potensi bahan tambang yang dicadangkan
atau tidak akan ditambang saat Ini;

. Wilayah Pertambangan adalah wilayah potensi bahan tambang

yang dapat dikembangkan pengelolaannya;

. Wilayah Pertambangan Rakyat yang seianjutnya disebut WPR

adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupatl sebagal
wilayah pertambangan rakyat Bahan Tambang Golongan B;

. Produk Unggulan Pertambangan adalah jenis bahan tambang

yang mempunyal nilal ekonomis yang diprioritaskan untuk
dimanfaatkan;

Ijin Usaha Pertambangan adalah Ifin usaha pertambangan
yang diberikan kepada perseorangan atau Badan Usaha untuk
melaksanakan sebaglan atau seluruh keglatan pertambangan
dapat berupa KP, KK, PKP2B, SIPD atau SIPK;

Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah ijin
usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati untuk bahan
tambang golongan A dan golongan B di luar migas dan bahan
radloaktif,

Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KKk adalah perjanjian
keglatan pertambangan antara Pemerintah dengan perusahaan
asing untuk jenis bahan tambang strategis;

Perjanjlan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang
selanjutnya disebut PKP2B adalah wewanang yang diberikan
kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan
usaha pertambangan bahan tambang batupara;

Surat Ijin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut
SIPD adalah ijin usaha pertambangan yang diberikan oleh
Bupati untuk kegiatan pertambangan bahan tambang Industr
dan bahan tambang konstruksi;



fr.

9g.

hh.

kk.

mm.

nn‘

00.

Surat Ijin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut SIPR
adalah usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupatl
kepada usaha pertambangan rakyat ztau usaha paertambangan
skala kecll bahan tambang golongan B, secara kedl-kecllan
dengan luas wilayah terbatas;

Ijin Penugasan adalah ljin yang diberikan oleh Bupati kepada
Dinas untuk keglatan eksplorasi tertentu;

Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang yang selanjutnya disebut
KAPIT adalah Kepala Dinas yang karena jabatannya memiliki
kewenangan selaku pelaksana inspeksi tambang;

Pelaksana Inspeksi Tambang yang selanfutnya disebut PIT
adalah pegawal berdasarkan kualifikas! tertentu yang diangkat
sebagal pejabat fungsional di bidang inspeks! tambang;

Inventarisasl adalah kegiatan untuk menghasilkan data
regional secara konprehensif;

Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian
pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan
dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;

Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan
pengaturan, penelittan dan pemantauan demi menjaga
kesinambungan ketersediaan dan mutunya;

Pengembangan Wilayah adalah upaya dan keikutsertaan
pemegang Ijin usaha pertambangan dalam mengembang
tumbuhkan wilayah di sekitar wilayah penambangan sesual
dengan tahapan dan skala usahanya;

Pengembangan Masyarakat adalah upaya dan kelkutsertaan
pemegang Ijin usaha pertambangan dalam mengembang
tumbuhkan sumber daya manusia di sekitar wilayah
penambangan balk di bidang pertambangan maupun d! bidang
lainnya sesuai dengan tahapan dan skala usahanya;

Kemitra usahaan adalah hubungan usaha antara pemegang ljin
usaha pertambangan dengan pemsegang |jin  usaha
pertambangan lainnya atau dengan skale usaha lebih kecll
atau dengan kelompok usaha masyarakat di sekitar yang
saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling
menguntungkan.

BAB II

HAKEKAT DAN AZAS PENGELOLAAN
Baglan Pertama
Hakekat
Pasal 2

(1) Bahan tambang sebagai kekayaan alam Indonesia dikuasal

oleh Negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

(2) Dalam hal bahan tambang tidak dikeiola oleh Negara, maka

diberl kesempatan kepada Warga Negara Indonesia balk
perseorangan maupun Badan Usaha untuk mengelolanya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Baglan Kedua
Azas Pengeloiaan
Pasal 3

Berdasarkan karakteristiknya, maka azas pengelolaan bahan
tambang adalah :

a. azas manfaat, yaitu pengelolaan bahan tambang harus
diperuntukan bagl sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. azas konservasl, yaitu pengelolaan bahan tambang harus
dilakukan secara selektif, efislen, produktif, ekonomis dan
berwawasan lingkungan.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNGIAWAB
Pasal 4

(1) Bupati mempunyal wewenang dan tanggungjawab dalam
pengelolaan pertambangan umum di daeranh.

(2) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan wewenang dan
tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Kepala Dinas.

Pasal 5

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimanz dimaksud pada
Pasal 4, adalah wewenang dan tenggungjawab usaha
pertambangan di darat sampal dengan 4 (empat) mil laut yang
meliputi kewenangan bidang :

a. pengaturan;

b. pemrosesan perijinan;

c. pembinaan usaha dan kemitrausahaan;
d

. pengawasan eksplorasi, produksi, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K-3), lingkungan dan konservasi;

pengelolaan informasl pertambangan;
f. pengembangan masyarakat dan pergembangan wilayah;
g. evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

INVENTARISASI, PERENCANAAN DAN
PENELITIAN SERTA PENGEMBANGAN

Baglan Pertama
Inventarisasi
Pasal 6

(1) Keglatan inventarisasl dalam rangka kientifikasi pectensi
bahan tambang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan
penelitian melalul keglatan penyelidikan umum dan
eksplorasi.
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(2) Hasll Inventarisasi potensi dijadikan dasar untuk penyusunan

perencanaan pertambangan atau penyusunan rencana induk
pertambangan.

(3) Tatacara pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum dan

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

eksplorasl sebagalmana dimaksud pada ayat (1) akan
ditetapkan oleh Bupati.
Baglan Kedua
Perencanaan
Pasal 7

Perencanaan pertambangan atau rencana induk
pertambangan disusun untuk terciptanya keterpaduan dalam
pengelolaan pertambangan di daerah serta untuk melakukan
perlindungan terhadap wilayah yang dicadangkan.

Perencanaan pertambangan dilakukan dengan menetapkan
wilayah pertambangan, kawasan pertambangan dan wilayah
pencadangan potensi bahan tambang.

Penentuan wilayah pertambangan, kawasan pertambangan
dan wilayah pencadangan pctensi bahan tambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan oleh
Bupati.

Perencanaan pertambangan disusun secara terpadu dengan
perencanaan peruntukan ruang.
Baglian Ketiga
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8
Keglatan penelitian dan pengembangan maliputi :
a. penalitian pemanfaatan potens| banan tambang;
b. pengujian bahan tambang;

c. pengembangan dan promosi bahan tambang terutama
produk unggulan pertambangan;

d. pengembangan teknologl di bidang pertambangan;

e. pengembangan potensi sumber daya manusia masyarakat
setempat, terutama yang Dberusaha di bidang
pertambangan.

Untuk keglatan penelitian dan pengembangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan koordinas! dengan
Instansi yang berwenang.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB V
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Baglan Pertama
Tahapan Pengusahaan
Pasal 9

Pengusahaan pertambangan dilaksanakan seteiah diyakini
adanya bahan tambang balk sebaran, cadangan, kualitas/
kandungan mineral, nilai ekonomi tambang, daya dukung
lingkungan maupun pertimbangan teknis lainnya yang
berhubungan dengan keglatan pertambangan.

Pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus diawall dengan keglatan eksplorasli dan studi
kelayakan.

Dalam hal bahan tambang sudah tersingkap, yang
pengusahaannya dalam skala kecil dan dapat diperkirakan
kondisl potensinya, maka untuk usaha partambangan seperti
inl dapat langsung diberikan ijin eksploitasl setelah mendapat
pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 10
Pengusahaan pertambangan dapat dilakukan oleh :

a. Perseorangan atau kelcmpok usaha bersama yang
berkewarganegaraan Indonesla dan bertempat tinggal di
Indonesia;

Koperasi;
Badan Usaha Millk Negara;
Badan Usaha Milik Daerah;

Badan Usaha Swasta yang didirikan sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang |berdaku di
Indonesia, mempunyal pengurus yang
berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di
Indonesia dan memiliki usaha di tidang pertambangan;

f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan
Usaha Milik Negara di satu pihak 4engan Kabupaten/Badan
Usaha Milik Daerah di pihak lain;

g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan
Usaha Millk Negara, Kabupaten/Badan Usaha Milik Daerah
di satu pihak dengan perseorangan, Koperasl atau badan
usaha swasta di pihak lain;

h. Perusahaan dengan modal asing yang sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Pengusahaan bahan tambang tertentu yang ditetapkan oleh
Bupatl tidak dapat diekspor berupa bahan mentah.

e ango
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(3) Pengusahaan pertambangan dalam rangka penanaman modal
asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara
pemodal asing dengan Badan Usaha Swasta milik Warga
Negara Indonesia.

Baglan Kedua
Perijinan
Pasal 11

Ijin usaha pertambangan merupakan ijin induk terhadap seluruh
keglatan penambangan sepanjang beiada dalam wilayah
penambangan yang telah ditetapkan atau keglatan yang bersifat
menunjang sesual dengan tahapan keglatah penambangan,
setelah mendapat pertimbangan teknis dan administratif dari
Instansl lain yang berwenang.

Baglan Ketiga
Jenis Ijin
Pasal 12

(1) Setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah
mendapat |jin dari Bupati.

(2) Jenis perijinan usaha pertambangan umum dalam wilayah
darat dan laut sampal 4 (empat) mi!, mellputi :

a. KP:

penyelidikan umum;

eksplorasl;

eksploitasi; o
pengolahan dan pemumian;
pengangkutan/penjualan;

penugasan;

iJin pengiriman contoh ruah.

b. Kontrak Karya/PKP2B :

1, persetujuan prinsip apiikasl;

2. ljin penyelidikan pendahuluan;

3. iin penyelidikan umum;

4. jin eksplorasi;

5. persetujuan tahap kegiatan konstruksi;

6. persetujuan tahap keglatan studi kelayakan;
7. ijin eksploitasi.

c. SIPD :

1. ljin penyelidikan umum;

2. Yin eksplorasi;

3. Hin eksploitasi;

4. jin pengolahan dan pemurnian;
5. |jin pengangkutan/penjualan;
6. ljin penugasan.

NN WN -
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d. SIPR :

1. ijin penyelidikan umum;

2. Jin eksplorasi;

3. ijin eksploitasi;

4. jin pengolahan dan pemurnian;
5. Ijin pengangkutan/penjualan.

Pasal 13

Tatacara dan persyaratan permohconan Hin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, akan ditetapkan kemudian oieh Bupati.

Bagian Keempat
Penerbitan Ijin
Pasal 14

(1) Permohonan Ijin usaha pertambangan diproses setelah
seluruh kelengkapan persyaratan dipenuhl dan sepanjang {in
yang dimohon berada pada wilayah pertambangan atsu
bukan pada wilayah pencadangan.

(2) Tjin usaha pertambangan diproses malalui mekanisme
penilaian dan rekomendasl oleh Komiisl Teknis.

(3) Komisl Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin
oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instans! lain
yang berwenang.

(4) Iin usaha pertambangan diterbitkan setelah seluruh
kewajiban dan atau persyaratan pemohon dipenubhi.

(5) Pembentukan Komisl Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3), akan ditetapkan oleh Bupati.

Bagilan Kelima
Masa Berlaku, Daftar Ulang dan Perpanjangan Ijin
Pasal 15

(1) Masa berlakunya ljin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,
ditentukan oleh jenis ijin dan umur tambang.

(2) Setiap Iijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
masa berlakunya habls, diwajibkan meiakukan daftar ulang,
yaitu untuk KP/KK/PKP2B setiap 2 (dua) tahun sekall
sedangkan untuk SIPD dan SIPR setlap 1 (satu) tahun sekall.

(3) Untuk perpanjangan Ijin KP/KK/PKP2B eksplorasl dan
eksploitasi disesuaikan dengan tahapan keglatan, umur
tambang dan skala usaha.

(4) Perpanjangan untuk SIPD dan SIPR eksplorasli dapat
diberikan satu kall, setiap perpanjangan maksimal 6 (enam)
bulan.

(5) Perpanjangan untuk SIPD dan SIPR ekspioitasl dapat
diberikan 2 (dua) kall, setlap perpanjangan maksimal 4
(empat) tahun.

/!
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(6) Tatacara dan persyaratan perpanjangan |jin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), (4) dan ayat (5), akan ditetapkan
oleh Bupati.

Baglan Keenam
Luas Wilayah Usaha Pertambangan
Pasal 16

(1) Luas wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum,
Kuasa Pertambangan Eksplorasl, dan Kuasa Pertambangan
Eksploitasl yang dapat diberikan kepada satu badan atau
seorang pemegang kuasa pertambangan tidak boleh melebihi
berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar, 10.000
(sepuluh ribu) hektar, dan 5.000 (lima ribu) hektar dari
wilayah hukum pertambangan.

(2) Luas wilayah untuk SIPD maksimal 100 (seratus) hektar
untuk Badan Usaha dan maksimal 5 (lima) hektar untuk
perorangan.

(3) Luas wilayah untuk SIPR maksimal 25 (dua puluh lima)
hektar untuk Koperasi dan maksimal 5 (lima) hektar untuk

perorangan.
Bagian Ketujuh
Pemindahtanganan dan Kerjasama
Pasal 17

(1) Ijin usaha pertambangan hanya dapat dipindahtangankan
dan atau dapat dikerjasamakan, setelah mendapat ijin dar
Bupati.

(2) Tatacara dan persyaratan pemindahtanganan dan atau
kerjasama usaha sebagalrmana dimaksud pada ayat (1), akan
ditetapkan oleh Bupati.

Baglan Kedelapan
Masa Berakhir, Pembatalan dan Pengembalian Ijin
Pasal 18
Ijin usaha pertambangan berakhir, karena :

a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
b. dikembalikan oleh pamegang ljin;

c. pemegang (jin tidak melanjutkan usahanya;

d. dibatalkan ljinnya.

Pasal 19

(1) Bupati dapat membatalkan |jin usaha pertambangan kepada
pemegang ljin, setelah sebelumnya diberikan teguran 3 (tiga),
kall berturut-turut, apablia :

a. tidak melaksanakan pekerjaan/penambangan setelah 6

(enam) bulan diterbitkan ljin KP eksplorasi, SIPD dan SIPR

. serta satu tahun setelah kuasa pertambangan eksploitasi
diberikan;

2
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b. tidak melaksanakan kewajiban sesual dengan syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam ijin;

c. atas permintaan pemillk tanah atau pihak ketiga jika
pekerjaan dimulal sebelum dibayar sejumiah gantl rugl
atau sebelum diberikan jaminan;

d. dipergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas
dan keseimbangan lingkungan hidup;

e. pemaeagang ijin tanpa pemberitahuan kepada Bupatl telah
meninggalkan usaha pertambangannya leblh dari 6
(enam) bulan; :

f. pemegang ijin tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan
tidak melakukan keglatan pengelolaan serta pemantauan
lingkungan.

Pembatalan ijin usaha pertambangan dilakukan setelsh
diberikan kesempatan kepada pemegang [jin untuk
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) buian setelah surat
pemberitahuan/teguran/peringatan carl Bupati.

Pasal 20

Pemegang ljin usaha pertambangan dapat menyerahkan
kembali ijin usahanya kepada Bupati, dengan mengajukan
pernyataan tertulls disertal dengan alasannya.

Pengembalian |jin usaha pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sah setelah dlsetujul oleh Bupati
atau apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pernyataan
disampalkan, Bupati tidak memberikan jawaban maka
pengemballan dianggap sah.

Pasal 21

Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah (jin
penyelidikan umum, 6 (enam) bulan untuk ijin eksplorasl dan
satu tahun untuk Ifin eksploitasi berakhir, pemegang ljin
diberikan kesempatan untuk mengamblil segala sesuatu yang
menjadl millknya di dalam bekas wilayah pertambangan,
kecuall barang dan bangunan yang telah dipergunakan untuk
kepentingan umum.

Apablla dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), barang dan bangunan tersebut tidak diambli,
dlanggap milik Pemerintah Daerah.

/3
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Baglan Kesembllan
Keadaan Memaksa
Pasal 22

Apablla terjadl keadaan memaksa yang tidak diperkirakan
sebelumnya, sehingga mengganggu  jalannya usaha
pertambangan, Bupati dapat menentukan tenggang waktu/
moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu ljin
atas permintaan pemegang liin yang bersangkutan.

Selama dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hak dan kewajlban pemegang jin
tidak beriaku.

Bupati mengeluarkan surat tenggang waktu/moratorium
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), di wilayah
pertambangannya untuk dapat atau tidaknya melakukan
usaha pertambangan.

Bupati mengeluarkan surat tenggang waktu/moratorium
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu &
(enam) bulan setelah menerima pengajuan permintaan dari

pemegang lin.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Permnegang Ijin
Pasal 23
Hak pemegang ljin usaha pertambangan, adalah :

a. melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan ijin yang
diberikan;

b. mendapat prioritas untuk meningkatkan ljinnya sesual
dengan tahapan keglatan pertambangan;

c. mendapat prioritas untuk memperoleh ijin pertambangan
lain yang berada di wilayahnya.

Kewajiban pemegang ljin usaha pertambangan, adalah :

4

a. menyampalkan laporan pelaksanaan keglatan usaha .

pertambangan kepada Bupati melalul Dinas;

b. membayar luran tetap/iuran produksi/pajak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku;

c. menyimpan jaminan reklamasl;
d. menyimpan jaminan kesungguhan;

e. memellhara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan
pekerja sesual dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku dan petunjuk darl Dinas atau Instans! lain
yang berwenang;
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f. memperbalki atas beban dan blaya sendiri maupun secara
bersama-sama semua kerusakan pada baglan bangunan
pengairan dan badan jalan termasuk tanggul serta baglan
tanah yang berguna bagl saluran air dan lebar badan
jalan, yang terjadl atau diakibatkan karena pengambilan/
penambangan dan pengangkutan bahan-bahan tambang
yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/
petunjuk dari Dinas dan Instansi terkait;

g. memellhara lingkungan hidup dan mencegah serta
menanggulangl kerusakan dan pencemaran, sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berfaku
serta petunjuk dari Dinas dan Instansl yang berwenang;

h. melaksanakan reklamasl sesual dengan rencana, kondisl
geografi, geologl, hidrologi, topografi dan kondisli sosial
ekonomi;

I. melakukan pengembangan wilayah, masyarakat dan
melakukan kemitrausahaan dengan imasyarakat setempat
berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling
memperkuat dan saling menguntungkan;

j. mematuhl semua ketentuan yang tercantum dalam Ijin;

k. menyerahkan laporan akhir kegiatan diserta dengan
semua data yang berkaltan dengan penambangan di
wilayah {jin usahanya, apabila jangka waktu ljin berakhir;

. menjadl anggota asosiasl yang bergerak di bidang usaha
pertambangan.

Pasal 24

Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2)
huruf a, adalah :

a.
b. laporan keglatan 3 (tiga) bulanan;
c.
d

laporan produksl bulanan;

laporan kemajuan tambang 6 (enam) bulanan;

. laporan pengelolaan lingkungan dan reklamasl 6 (enazm)

bulanan;

e. laporan kecelakaan tambang;

o™

laporan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas berdasarkan
ketentuan yang beriaku.

Bagian Kedua
Sengketa
Pasal 25

(1) Apablia terjadi sengketa yang timbul atas pelaksanaan hak

dan kewajiban yang dimuat dalam {jin usaha pertambangan,
akan diselesalkan melalul musyawarah dan mufakat.

- (2) Apablla secara musyawarah dan mufakat tidak tercapal,

maka akan diselesalkan melalul Pengadilan Negert Clanjur.
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BAB V!II

HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG LJIN DENGAN HAK ATAS TANAH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Pasal 26

Usaha pertambangan yang berada pada tanah yang dikuasal
langsung oleh Negara, teriablh dahulu harus mendapat Yin
penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha pertambangan yang beriokas! pada tanah Negara yang
diberi suatu hak atas nama Badan Usaha Millk Negara atau
Badan Usaha Millk Daerah, teriebih dahulu harus mendapat

Jin darl pejabat yang berwenang sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

Usaha pertambangan yang beriokasl pada tanah Negara yang
diberi suatu hak atas nama perorangan atau Badan Hukum,
terleblh dahulu harus mendapat |jin dari pemegang hak atas
tanah, berupa kesepakatan mengenal hubungan hukum

antara pemegang ljin dengan pemegang hak.
Usaha pertambangan yang ada di sungal dan atau di laut,

terieblh dahulu harus mendapat pertimbangan dan birbingan
dari Instansi yang berwenang.

Usaha pertambangan yang beriokasi pada tanah hak mililk
perorangan, terleblh dahulu harus mendapat {jin dari pemilik
tanah berupa kesepakatan mengenali hubungan hukum
antara pemegang ljin dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 27

Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dapat
dilakukan antara lain, melalui :

a. perjanjian bagl hasil atau kerjasama;

. Sewa;

pembellan atau pembebasan hak atas tanah;
. penggantian lahan; atau

cara lain yang disepakati sesual dengan ketentuan yang
berfaku.

Hubungan pemegang ijin usaha pertambangan dengan
pemegang hak atas tanah dapat diperbaharul sesual
kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VIII
JAMINAN PENGUSAHAAN DAN IURAN PRODUKSI
Baglan Pertama
Jaminan Pengusahaan
Pasal 28

Jaminan pengusahaan terdiri dari jaminan kesungguhan dan
jaminan reklamasl, yang diserahkan oleh pemegang (jin
kepada Pemerintah Daerah dengan menyimpannya pada
Bank yang ditunjuk.

® on o
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Jaminan kesungguhan sebagal jaminan pengusahaan
pertambangan merupakan salah satu bukti kesungguhan dari
pemegang ijin untuk mengelola usaha pertambangan secara
profesional, sesual dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat :

a. jaminan kesungguhan tersebut dapat dicairkan dan
menjadi hak pemegang ijin apabila memenuhi ketentuan
teknis dan tidak dilakukan pencabutan/pembatalan ijin;

b. apabila pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan teknis
dan atau ada pencabutan/pembataian ijin, maka jarninan
tersebut menjadi hak Pemerintah Daerah.

Jaminan reklamasi sebagal jaminan pengusahaan
pertambangan khususnya dalam pengelolaan lingkungan,
merupakan jaminan Dari pemegang Ijin akan melaksanakan
reklamasl secara profesional, sesuai dengan ketentuan dan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku, dengan
syarat :

a. jaminan reklamasi tersebut dapat dicairkan dan menjadi
hak pemegang ijin apabila melaksanakan rekiamasi sesual
dengan rencana dan ketentuan teknis serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. apabila pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan teknis
dan atau ada pencabutan/pembatalan {jin, maka jaminan
reklamasi akan dicairkan oleh Pemerintah Daerah untuk
dipergunakan pelaksanaan reklamasil.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran,
penyetoran, dasar perhitungan serta pencairan jaminan, akan
ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Kedua
Iuran Tetap dan Produksi
Pasal 29

Iuran tetap adalah iuran pemanfaatan iahan atas areal
penambangan yang terdiri darl iuran tetap eksplorasi dan
luran tetap eksploitasi.

Iuran produksi adalah iuran pertambangan atas produksi
bahan tambang golongan A dan B, termasuk pertambangan
rakyat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 30

Pembinaan usaha pertambangan meliputi pemberian
pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di
bidang :

¥
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a. eksplorasi;
b. produks! dan pemasaran;
c. keselamatan dan kesehatan kerja;

d. pengelolaan lingkungan;
e. konservasl;

f. tenaga kerja;

g. barang modai;

h. jasa pertambangan;

I. pelaksanaan penggunaan produksi dalam Negeri;
J. penerapan standar pertambangan;

k. investasi, divestasi dan keuangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Dinas dan Instansl terkait.

Baglan Kedua
Pengawasan
Pasal 31

Pengawasan terhadap ijin usaha pertambangan dilaksanakan
sebagal tindakan preventif dan refresif.

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :

a. pembinaan kesadaran hukum bagl aparatur dan
masyarakat;

b. peningkatan kompetens! aparatur dan pengusaha;

c. peningkatan peran dan fungsi peleporan balk dari Instans!,
organisasi kemasyarakatan dan masyarakat secara luas.

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliput! tindakan penertiban terhadap pelanggaran oleh
warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah, peraturan
perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang beriaku.

Bentuk tindakan penertiban sebagzimana dimaksud pada
ayat (3), berupa :

a. teguran;

b. peringatan;

C. penutupan sementara;

d. pambatalan/pencabutan ijin;

e. proses peradilan.

Pengawasan usaha pertambangan meliputi bidang :

a. penyelidikan umum;
b. eksplorasl;

"¢. produksi dan pemasaran;

d. keselamatan dan kesehatan kerja;

e. pengelolaan lingkungan;

f. konservasl;

g. tenaga kerja;

h. barang modal;

I. jasa pertambangan;

J. pelaksanaan penggunaan produksl dalam Negeri;
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k. penerapan standar pertambangan;
. Investasi, divestasl dan keuangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),
dilaksanakan oleh Dinas yang berkoordinas! dengan Instans!
vang berwenang.

Pelaksznaan pengawasan langsung di lapangan terhadap
aspek produksi dan pemasaran, konservasi, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan dan pengembangan
masyarakat dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekail.

Pelaksanaan pengawasan produks! dilaksanakan oieh Dinas
dalam hal pencatatan, perhitungan, dan penetapan volume
produksl sebagal dasar penetapan pajak pengambilan dan
pemanfaatan bahan gallan golongan C dan penetapan luran
produksi.

BAB X

INSPEKTUR TAMBANG, KEPALA TEKMIK DAN K-3
PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertarna
Inspektur Tambang
Pasal 32

Bupati mengangkat pegawal yang memenuhl persyaratan
sebagal Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeks! Tambang.

Kepala Dinas karena jabatannya adalah sebagal Kepala
Inspeksi Tambang.

(3) Tugas dan wewenang Kepala Inspeksi Tambang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), adalah :

a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana
Inspeksi Tambang;

b. mengkoordinasikan pelaksanaarn pengawasan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan pertambangan;

c. melakukan pembinaan terhadap Pelaksana Inspeksi
Tambang;

d. mengeluarkan Kartu Ijin Meledakan (KIM);

e. memberikan perijinan pengangkutan, penyimpanan dan
pemakalan bahan peledak serta rekomendasli pembelian
bahan peledak;

f. memberikan perijinan peralatan tambang, penimbunan
bahan bakar cair dan perijinan lainnya yang berhubungan
dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3);

g. mengesahkan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala
Teknlk Tambang;

h. mengeluarkan perintah, larangan dan petunjuk secarz
tertuils. ‘

[7
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(4) Tugas, fungsi dan wewenang Pelaksana Inspeks! Tambang :

a. Tugas Pelaksana Inspeksi Tambang adalah menagakan
peraturan perundang-undangan yang berkaltan dengan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan
pertambangan.

b. Fungsi Pelaksana Inspeksl Tambang, adalah :

b.1.

b.2.

b.3.

b.4.
b.5.

b.6.

b.7.

b.8.

b.9.

b.10.

b.11.

melakukan pemeriksaan/inspeksi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan
pertambangan;

melakukan penyelidikan kece'akaan tambang dan
atau kejadian berbahaya;

melakukan penyelidikan pencemaran dan atau
perusakan lingkungan;

melakukan pengujian atas peralatan tambang;

melakukan pengujlan terhadap !Ingkungan tempat
kerja;

melakukan pengujlan terhadap kondis! limbah calr,
padat maupun gas;

melakukan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K-3);

melakukan pembinaan lingkungan pada keglatan
usaha pertambangan;

memberikan perintah, larangan dan petunjuk baik
lisan maupun yang dicatat dalam tuku tambang;

menyusun |aporan tertulls hasii perneriksaan,
membuat Berita Acara penyalidikan kecslakaan
tambang dan atau kejadian berbahaya, pencemaran
lingkungan dan pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan Keseiamatan
dan Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan
pertambangan umum yang beriaku;

melakukan pemantauan dan penertiban bahan
paledak.

c. Wewenang Pelaksana Inspeksi Tambang, adalah :

c.1.

c.2.

c.3.

memasukl tempat keglatan usaha pertambangan
setlap saat;

memberikan peringatan, larangan, petunjuk dan
perintah yang berkaitan dengan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K-3) dan lingkungan
pertambangan secara lisan maupun tertulls;

menghentikan atau menutup sementara suatu

baglan keglatan usaha pertambangan umum apabila
membahayakan keselamatan pekerja tambang atau
kepentingan umum.

(5) Ying termasuk dalam lingkup tugas Inspeksi Tambang,

ardalah *

L4
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bahan peledak dan peledakan;
. lingkungan tempat kerja;
sarana tambang dipermukaan;
. pemboran;

tambang permukaan;

kapal keruk;

. tambang bijih bawah tanah;

. tambang batubara bawah tanah

(6) Pelaksanaan tugas Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi
Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman
kepada ketentuan yang beriaku.

(7) pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K-3) serta lingkungan berpedoman kepada ketantuan
yang beriaku.

(8) Tatacara pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K-3) serta lingkungan dan pelaporannya akan dlatur oleh
Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

sereanpoo

Baglan Kedua
Kepala Teknik Tambang
Pasal 33

(1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dapat dimulai setelah
pemegang ljin memiliki Kepala Teknik Tambang.

(2) Pemegang Ijin wajib menunjuk Kepala Teknlk Tambang
setelah mendapat persetujuan darl Kepala Inspeksl Tambang.

(3) Pemegang Hin dapat mengajukan untuk mengangkat lebih
dari satu orang Kepala Teknlk Tambang dan wakilnya, apabila
dianggap periu berdasarkan pertmbangan dari Kepala

Inspeks! Tambang.

Pasal 34
Kepala Teknik Tambang dibagi atas 4 (empat) klasifikasi, yaitu :
a. Kelas ITI B;
b. Kelas IIT A,
c. Kelas II; dan
d. Kelas 1.
Pasal 35

(1) Setiap usaha pertambangan yang mempunyal Kepala Teknik
Tambang harus memiliki buku tambang yang ditetapkan oleh
Kepala Inspeksi Tambang.

(2) Buku tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disahkan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang dengan
memberikan nomor dan paraf pada tHap-tiap halaman.

Pasal 36

Kepala Teknik Tambang bertanggung jawab sepenuhnya atas
segala sesuatu yang berkaitan dengan teknls keglatan
pertambangan, K-3 dan lingkungan.

2/
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Pasal 37

Ketentuan mengenai kriteria Kepala YTeknik Tambang, tatacara

dan persyaratan pengangkatan, kewajiban dan ketentuan lain
yang berkaitan dengan tugasnya, akan d'tetzpkan oleh Bupati
dengan berpedoman kepada ketentuan yang berfaku.

Baglan Ketiga
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)
Pasal 38

Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab atas keselamatan dan
kesehatan kerja (K-3) tambang sesual dengan kewenangannya.

Pasal 39

Kepala Inspeksl Tambang mewajibkar paemegang Ijin untuk
membentuk organisasi keselamatan dan kesehatan kerja (K-3)
kepada setiap kegiatan usaha pertambangan, berdasarkan
pertimbangan jumlah pekerja dan sifat serta luas pekerjaan usaha
pertambangan dan berada dibawah pengawasan Kepala Teknik
Tambang.

Pasal 40

Pemegang ijin wajlb menciptakan keselamatan dan kesehatan
kerja (K-3), menyediakan alat pelindung, memberikan
keterampilan kepada pekerja dan mengasuransikannya.

BAB XI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN REKLAMASI
Bagian Pertarna
Pengelolaan Lingkungan
~ Pasal 41

(1) Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengeiciaan dan
pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang
Jin, sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berfaku.

(2) Tanggung jawab dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :

a. Melaksanakan kegiatan hasll persetujuan Analisis
Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL), terdiri dari
Kerangka Acuan Analisa Dampak lingkungan (KA-ANDAL),
ANDAL, Rencana Pengelolaan Llingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL); '

b. Melaksanakan kegiatan hasll persetujuan Pengelolaan
Lingikungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
untuk yang tidak wajlb AMDAL, yang disusun oleh masing-
masing pemegang [Jin, selaku vemrakarsa dengan
mengacu pada peraturan yang beriaku.
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Pasal 42

(1) Dinas mewajibkan kepada pemegang ijin pada tahap
eksploitasi/produksi untuk menyampélkan laporan Rencana
Tahunan Pengelolaan dan Pemantauar Lingkungan (RTKPL).

(2) Dinas mewajlbkan kepada pemegang ijin pada saat memiulai
tahap operasi/produksi untuk menyampalkan laporan
Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL).

(3) Pedoman penyusunan RTKPL dan RTKL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan ditetapkan oleh Bupati
dengan berpedoman kepada ketentuan yang beriaku.

Pasal 43

(1) Setiap pemegang ljin usaha pertambangan yang keglatannya
tidak menimbulkan dampak penting, wajlb melakukan
pengelolaan, pemantauan lingkungan dan rekiamasi lahan
bekas tambang, yang dilaksanakan sesual dengan Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantaugn
Uingkungan (UPL) vyang telah disetuyjul dengan
mengikutsertakan masyarakat setempat dan atau pemiiik
tanah.

(2) Dalam pelaksanaan upaya pengelolaarn dan pemantauan
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
Jin wajlb melakukan konsultas! teknis dengan Dinas atau
Instans! lain yang terkait.

(3) Pelaporan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan
serta reklamasi, harus sesual dengan rencana dan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

(4) Dinas melakukan penilaian atas laporan upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan Ilingkungan saerta
reklamasl sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan
memberikan petunjuk atau persetujuan.

Pasal 44

(1) Pelaksanaan pengeiolaan dan pemantauan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, 42 dan Pasal 43,
dilakukan selama keglatan pertambangan berjalan dan pasca
keglatan pertambangan.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauar. lingkungan yang
berada dalam wilayah ijin menjadi tanggung jawab Dinas.

Baglan Kedua
Reklamasi
Pasal 45

Pemegang ljin wajlb merencanakan dan rmelaksanakan rekizamasl
tambang berdasarkan arahan teknis darl Dinas.



Pasal 46

(1) Pemegang ijin wajib menylmpan jaminaa reklameasl untuk
setlap tahun keglatan, yang besamya akan ditetapkan oleh
Dinas.

(2) Kepala Dinas dalam menetapkan besarnya jaminan
reklamas!, didasarkan pada rencana rekiamas! dan kondisl
teknis di lapangan.

Pasal 47

Ketentuan leblh lanjut mengenal jaminan rekiamasi akan
ditetapkan oleh Bupatl.

BAB XI1
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 48

(1) Secara berkala Bupati wajib melakukan evaluasi dan
menyampalkan laporan kepada Menteri dan Gubernur.

(2) Ketentuan dan tatacara serta bentuk laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan yang
beriaku.

BAB X111
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 49

(1) Setlap pemegang ijin yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 15, 16, Pasal 17 ayat
(1), Pasal 29, 33 ayat (1), Pasal 42 dan 43 ayat (1),
dikenakan sanksi administrasl berupa :

a. pembatalan ijin;
b. penyegelan alat penambangan;
c. penutupan lokasi pertambangan.

(2) Tatacara penerapan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkarn oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 50

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 12 dan Pasal 45, diancam pidana kurungan
paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
pelanggaran. '

(3) Selain tindak pildana sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan/atau
menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup
dan/atau pencemaran dlancam pidana sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



25

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
pendapatan daerah.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 51

Penyldl‘kan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 50
ayat (2), dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik
Pegawal Negeri Sipil, yang pengangkatannya ditetapkan sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawal
Negerl Sipil sebagalmana dimaksud pada Pasal 51,
berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat
kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal dirl tersangka;

d. melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan
benda;

e. mengambll sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksl;

g. mendatangkan tenaga ahll yang diperiukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan parkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipll dalam melaksanakan tugasnya
sebagai penyidik berada di bawah koordinasl Polisi Republik
Indonesia.

BAB XV1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Hin-{jin yang
dikeluarkan sebelumnya maslh tetap berlaku sampal berakhlmya
ijin yang bersangkutan.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

Pasal 55
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2004

BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusannya Nomor
172.2/09/DPRD/2004 tanggal 30 Desember 2004,

Diundangkan di Cianjur
‘W pafla. tanggal 3 Januari 2005

2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 01 TAHUN
2005 SERI C.



